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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E NO. SERI 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PASAR DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat, dalam upaya
memberikan pelayanan dan kenyamanan di lingkungannya perlu diciptakan
ketertiban, keamanan, kebersihan dan kerapian dalam penataan pasar, baik
pasar yang sudah ada maupun yang tumbuh dan berkembang sesuai dinamika
masyarakat, untuk itu perlu adanya peraturan yang mengatur pasar beserta
lingkungannya baik menyangkut peruntukannya, pembangunan sarana
prasarana, kegiatan maupun pemanfaatannya agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pasar Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan beserta perubahannya, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan
perkembangan sekarang, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali dalam
suatu Peraturan Daerah;

bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans ini, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 247);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Hulu Sungai Selatan Nomor 11
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun
1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Rencana Stratejik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-
2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);



Menetapkan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PASAR
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasar ialah suatu lingkungan yang didalamnya terdapat bangunan-bangunan
atau tempat-tempat yang terbuka didarat atau disungai,baik yang diusahakan
oleh Pemerintah Daerah maupun kepunyaan swasta, yang dipergunakan untuk
melakukan jual beli barang atau jasa.

Tempat berjualan ialah suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang
atau jasa.

Pemakai tempat berjualan adalah orang atau badan yang mempunyai hak yang
sah atas tempat berjualan.

Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Kepala Kantor Pengelola Pasar adalah Kepala Kantor Pengelola Pasar
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB ||
PASAR DAERAH

Pasal 2

Pasar yang ada dan tumbuh berkembang dalam Daerah merupakan asset Daerah
yang pengelolaan maupun pengusahaannya menjadi hak dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah yang digunakan bagi kepentingan Daerah dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yang selanjutnya disebut Pasar Daerah.



Pasal 3

Pasar Daerah didirikan atau dibangun atau ditiadakan berdasarkan rencana tata
ruang kota yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang
berlaku.

Pendirian atau pembangunan maupun meniadakan ataupun pemindahtanganan
pengusahaan dan pengelolaan Pasar Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 4

Bupati menetapkan batas atau lingkungan Pasar, yang tiap-tiap penjuru batas
Pasar diberi tanda yang berbunyi “Batas Pasar”.

Penetapan batas atau lingkungan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini adalah berdasarkan peta dan data lengkap pasar yang meliputi sarana
prasarana yang ada dalam lingkungan Pasar baik milik Swasta maupun milik
Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai tempat berjualan.

BAB IlI
JENIS DAN BENTUK PASAR DAERAH

Pasal 5

Dalam rangka penataan Pasar, Bupati berwenang menetapkan penjenisan Pasar
dalam Daerah yang diatur dalam Keputusan Bupati sesuai jenis barang-barang atau
jasa yang diperjualbelikan dalam pasar tersebut.

Pasal 6

Bentuk Pasar dalam Daerah baik yang bersifat modern maupun tradisional ditetapkan
Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB IV
PENGUSAHAAN DAN PENGURUSAN PASAR

Bagian |
Pengelolaan Pasar

Pasal 7

Untuk kepentingan umum, pasar dikuasai, diusahakan dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tujuan penggunaan bangunan/tempat
berjualan maupun tanah-tanah perbatasan dalam lingkungan pasar.

Dengan persetujuan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati dapat
mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan Pasar
jenis tertentu untuk kepentingan pendapatan asli Daerah serta peningkatan
sarana-sarana pasar demi kepentingan umum.



Pelaksanaan ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengusahaan dan pengurusan pasar dalam Daerah dilakukan oleh Kantor
Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tugas dan
fungsinnya.

Pengusahaan dan pengurusan pasar sebagai dimaksud ayat (1) adalah
menyangkut hal-hal:

a.  Keamanan dan ketertiban
Kerapian dan keindahan
Kebersihan dan kesehatan
Hasil pendapatan/retribusi
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Hal-hal yang berhubungan demi kelancaran pengusahaan dan
pengurusan pasar.

Bagian Il
Badan Pembina Pasar

Pasal 9

Dalam melaksanakan urusan dimaksud pasal 8 ayat (2) dibantu oleh suatu
Badan Pembina Pasar yang anggota-anggotanya diangkat oleh Bupati yang
terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pedagang, Pengusaha atau Organisasi
yang berkompeten.

Badan Pembina Pasar diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Badan Pembina Pasar dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibubarkan atau
anggota-anggotanya dapat diganti atau ditambah oleh Bupati atas pertimbangan
kebutuhan perkembangan pasar.

Tugas Badan tersebut baik diminta atau tidak diminta dapat memberikan saran-
saran atau petunjuk-petunjuk tentang pengurusan dan pembinaan pasar.

Bagian llI
Pengurus dan Pengusahaan Pasar sehari-hari

Pasal 10

Pengusahaan dan pengurusan Pasar Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab
Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sehari-hari
ditangani oleh Kepala Kantor Pengelola Pasar yang diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati.

Kepala Kantor Pengelola Pasar sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas
mengurus dan mengusahakan pasar menurut ketentuan Peraturan Daerah ini
dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

Dalam pengusahaan dan pengurusan Pasar tersebut, Kepala Kantor Pengelola
Pasar dibantu oleh beberapa pegawai yang jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati.



